
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten 
Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 2014 Nomor 244, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 6856); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat ( 4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagairnana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026; 

BUPATI BOMBANA, 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PENGAWKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2026 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR JS" TAHUN 2025 

TENT ANG 

BUPATI BOMBANA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

SALIN AN 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bombana. 

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 

disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Bombana. 

5. Sadan Keuangan Daerah adalah Bad an Keuangan Daerah 

Kabupaten Bombana. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bombana. 

7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

8. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah 

pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara 

rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

P.ERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 

PENY ALURAN ALO KASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026. 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor l 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagairnana te1ah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6623); 
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Menetapk.an 



16. 

15. 

14. 

9. Desa dalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan rnengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan rnasyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia. 

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
11. Badan Perrnusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 

bersama BPD. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersarna oleh 
Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan 
Des a. 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalarnnya segala bentuk kekayaan 
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. 
Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perim bangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus. 

Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD . . yang 
diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan 
kebutuhan siltap masing-masing desa. 

- 3 - 



(1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
{l) mempertirnbangkan: 

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. tunjangao Kepala Desa, Perangkat Desa clan BPD· 

) 

c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD· 
' 

d. iuran -Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa; 

BAB III 
PENGHITUNGAN 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD paling sedikit 10% 
(sepuluh persen] dari dana perimbangan setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus yang diterima Daerah tahun anggaran 
2026. 

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah 
ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang 
APBDesa Tahun Anggaran 2026. 

(3) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam APBD tahun anggaran 2026 
sebesar Rp.50.820.000.000,00 (Lima puluh milyar delapan 
ratus dua puluhjuta rupiah). 

(4) Rincian besaran ADD untuk setiap desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercanturn dalam Lampiran 1 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
101. 

BAB II 
SUMBER DANA 

Pasal 2 

17. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD 
yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa 
menggunakan rum us perhitungan dengan mempertimbangkan 
jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah 
Desa dan indeks kesulitan geogra.fis. 
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(1) Rincian ADD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan secara 
merata dan berkeadilan berdasarkan: 

Pasal 4 

e. iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan BPD; 

f. sew a Server (cloud) Aplikasi Siskeudes dan Sipades; 
g. insentif Pelayan Masyarakat Desa; 
h. operasional Kelembagaan Desa; 
t. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; 
J· operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan 

Nasional; 
k. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 
1. operasional Majelis Ta'lim; 
m. operasional Dasawisma; 
n. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD; 
o. kegiatan penunjang ketahanan pangan dan satu desa satu 

produk; dan 
p. kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
(2) Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

g antara lain: 
a. imam desa dan imam masjid; 
b. pendeta; 
c. pandita; 
d. perawat Desa; 
e. dukun terlatih; 
f. anggota satuan perlindungan masyarakat; 
g. pengelola Air Bersih Desa; 
h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
1. pengelola Listrik Desa; 
J. pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak di Desa; dan 
k. pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

(3) Bupati dapat menentukan besaran Alokasi Dasar dan 
menambahkan Alokasi Formula dengan pertimbangan untuk 
mengurangi kesenjangan pengalokasian dana ADD. 
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RJDX60% = BJD 

Bobot J umlah Du sun = 
JDD/JDKD = RJD 

Desa 
• RLW :Rasio Luas Wilayah 

• BLW :Bobot Luas Wilayah 
• JDD :Jumlah Dusun Desa 
•JDK: Jumlah Dusun 

Keseluruhan Desa 
• RJD :Rasio Jumlah Dusun 
• &JD :Bobot Jumlah Dusun 

RLWX10°/o = BLW 

• JPKD: Jumlah Penduduk 
Keseluruhan Desa 

• RJP :Rasio Jumlah Penduduk 

·&JP :Bobot Jumlah Penduduk 
Bobot Luas Wilayah Desa = • LWD :Luas Wilayah Desa 
LWD/LWKD = RLW • LWK: Luas Wilayah Keseluruhs 

RJPX30o/o == &JP 

a. alokasi dasar; dan 
b. alokasi formula. 

(2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditetapkan merata sebesar Rp.378.677.650,-(tiga ratus tujuh 
puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam 
ratus lima puluh rupiah) per Desa. 

(3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima rnilyar rupiah) 
untuk Desa dengan memperhitungkan: 
a. jumlah penduduk dengan bobot 30o/o (tiga puluh 

persen); 
b. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); 

dan 
c. jumlah dusun dengan bobot 60°/o (enam puluh persen). 

(4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dihitung dengan Rumus: 

Bobot Jumlah Penduduk = Keterangan: 

JPD/JPKD = RJP •JPD: Jumlah Penduduk Desa 
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( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan 

tetap setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan 
pembayaran melalui Rekening Pribadi. 

Bagian Kedua 

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pasal 6 

Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: 

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; 

c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD; 

d. biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, 

Dasawisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta'lim, 

P2TP2A di Desa dan Posyandu; 

e. biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa 

dan Evaluasi Perkembangan Desa; 

f. dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa; 

g. biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa 

dan Sarana Olahraga Desa; 

h. kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan; 

1. beasiswa bagi masyarakat kurang mampu; 

j. pengadaan alat permainan edukatif untuk TK/PAUD; 

k. iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desadan Perangkat Desa; 

1. iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat 
Desa dan BPD; 

m. pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa 

yang bersifat Padat Karya Tunai; 

n. biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan 

Keuangan Desa; dan 

o. dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

PENGGUNAAN 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pasal 5 
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( 1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap 
bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut: 

a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi 
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan; 

b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling 
tinggi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah); 

c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala 
Bidang dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 
850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah); dan 

Bagian Ketiga 
Tunjangan Kepala Desa dan BPD 

Pasal 7 

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diterima pada minggu pertama bulan berikutnya. 

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

ditetapkan sebagai berikut: 
a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit 

perbulan sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus 
dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah); 

b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling 
sedikit perbulan sebesar Rp.2.224.420,- (dua juta dua 
ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh 
rupiah); dan 

c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa 
dialokasikan paling sedikit perbulan per-orang sebesar 
Rp. 2.022.200,-(dua juta dua puluh dua ribu dua ratus 
rupiah). 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
bagi: 

a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus 
Pegawai Negeri Sipil; dan 

b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus 
Aparatur Sipil Negara. 
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(1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan 
penghasilan setiap bulan. 

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut: 
a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar 

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan; 
b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi per bulan 

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 
bulan; 

c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi 
per bulan per orang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu 
rupiah); 

d. Kepala Du sun dialokasikan paling tinggi per bulan per 
orang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah); dan 

e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling 
tinggi per bulan per orang sebesar Rp.150.000,-(seratus 
lima puluh ribu rupiah). 

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibayarkan apabila: 

a. absensi dan laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi 
oleh Camat; 

b. laporan kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif 
telah diverifikasi oleh Camat; dan 

c. absensi dan laporan harian Perangkat Desa telah 
diverifikasi oleh Kepala Desa. 

Bagian Keempat 

Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD 

Pasal 8 

d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi 

perbulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah). 
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(1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Jaminan 
Ketenagakerjaan. 

(2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Juran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, 

Perangkat Desa dan BPD 
Pasal 10 

( l) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan 
Kesehatan. 

(2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) sebesar So/o (lima persen) dari besaran Penghasilan 
Tetap per orang perbulan. 

(4) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dihitung dengan ketentuan 1 °/o (satu persen) dari peserta dan 
4% (empat persen) dari pemberi kerja melalui APBD. 

(5) Batas paling tinggi gaji atau upah perbulan yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja 
penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 
sebesar Rp.12.000.000>- (dua belas juta rupiah). 

(6) Batas paling rendah gaji atau upah perbulan yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja 
penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 
sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2026. 

(7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubemur 
Sulawesi Tenggara. 

Bagian Keli.ma 

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa 

Dan Perangkat Desa 

Pasal 9 
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( 1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

(PPKD) dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar 

Rp.350.000,- (tiga ratus Hrna puluh ribu rupiah). 

(2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 

dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp.1.500.000,- 

(satu juta lima ratus ribu rupiah). 

(3) Honorarium Imam Mesjid/Imarn Desa, Pendeta, Pemimpin 

Ibadah Hindu dan Buddha dialokasikan paling tinggi per-bulan 

per-orang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). 

(4) lnsentif anggota Linmas paling tinggi per-bulan per-orang 

sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 

(5) Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling 

tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus 

ribu rupiah). 

(6) Jika dalarn hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
Perangkat Desa, maka honorarium tidak diberikan. 

Bagian Ketujuh 

Biaya Operasional Pemerintah Desa 

dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Pasal 11 

(3) Juran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dan ayat (2) sebesar 0,54o/o (nol koma Hrna puluh empat 

persen) dari Penghasilan Tetap perorang perbulan. 

(4) Batas paling tinggi gaji atau upah perbulan yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja 

penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu 

sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 

(5) Batas paling rendah gaji atau upah perbulan yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja 

penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu 

sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2026. 

(6) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur 

Sulawesi Tenggara. 
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(1) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf k dan huruf 1 dilakukan setiap 
bulan dan diterirnakan pada minggu pertama bulan berjalan 
ke rekening masing-masing penerima. 

(2) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pemotongan Dana ADD di Desa dan 
penyaluran dana basil pemotongan Dana ADD ke Rekening 
masing-masing penerirna penghasilan tetap dan tunjangan. 

(3) Sebelum meJakukan penyaluran Dana ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan pemotongan 
sebesar 1 % (satu persen) dari besaran masing-masing 
penghasilan tetap yang diterima perbulannya. 

(4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
oleh Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya hasil 
pemotongan tersebut disetorkan ke rekening badan 
penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan mekanisme 
intersave berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku. 

Pasal 13 

(1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa di 
Daerah. 

(2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerab kepada Rekening Desa. 

(3) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa 
menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana 
persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran ADD. 

(4) Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati 
melalui Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada 
DPMD dan Badan Keuangan Daerah. 

BABV 
PENYALURAN 

Pasal 12 

(7) Honorarium dan lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan kondisi keuangan 
Desa. 
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(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
melam.pirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dilakukan persemester yang dilaksanakan pada bulan kelima 
dan/ atau bulan keenam semester berjalan. 

(6) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan 
Keuangan Desa masing-masing. 

(7) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf d sampai dengan huruf j dan huruf m sampai dengan 
huruf o dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat 

minggu ketiga bulan Maret sebesar 25°/o (dua puluh lima 
persen); 

b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat 
minggu keempat bulan Juni sebesar 25°/o (dua puluh lima 
persen); 

c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat 
minggu keempat bulan September sebesar 25o/o (dua puluh 
lima persen); dan 

d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat 
minggu ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh 
lima persen). 

(8) Penyaluran Dana ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 
21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana 

perimbangan dari RKUN ke RKUD. 
(9} Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada Tahun berjalan, 

maka penyaluran Dana ADD dilakukan berdasarkan 
peru bahan alokasi. 

(10) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan 
penyaluran Dana ADD, maka kekurangan dan/ atau kelebihan 
penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran 
Dana ADD Tahun berikutnya. 
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a. print out APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes; 
b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(LKPPD) dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi 
musyawarah penyerahan kepada BPD, dan Laporan 
Penyelengaraan Pemerintahan Desa (LPPD); 

c. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq.Kepala 
Badan Keuangan Daerah sebagaimana terlampir; 

d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana 
terlampir; 

e. rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan 
Tetap/Tunjangan/Tambahan Penghasilan, Juran Jaminan 
Kesehatan dan Juran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala 
Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari sampai 
dengan Desember; 

f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan; 
g. foto copy buku rekening kas Desa; 
h. foto copy buku rekening penerima penghasilan tetap dan 

tunjangan; 
1. foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala 

Desa, BPD, Perangkat Desa; 
J. surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala DPMD; dan 
k. surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf J 

berpedoman pada verifikasi dari Kecamatan. 
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (7) 

huruf a melampirkan kelengkapan administrasi sebagai 
berikut: 
a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala 
Badan Keuangan Daerah; 

b. Surat pemyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana 
terlampir; 

c. Rincian rencana pencairan dana; 
d. Berita acara hasil verifikasi dari kecamatan sebagaimana 

terlampir; 
e. Foto copy buku rekening kas Desa; 
f. Foto 0% (nol persen) bagi kegiatan Infrastruktur; 
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g. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan 
Infrastruktur yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah; 

h. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD; dan 
i. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf h 

berpedornan pada verifikasi dari Kecamatan. 
(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) 

huruf b melarnpirkan kelengkapan administrasi sebagai 
berikut: 
a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala 
Badan Keuangan Daerah. 

b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagairnana 
terlampir; 

c. Rincian rencana pencairan dana; 
d. Berita acara hasil verifikasi dari kecamatan sebagaimana 

terlampir; 

e. Dokumentasi kegiatan Oo/o (nol persen), 50°/o (lima puluh 
persen) dan 100°/o (serratus persen) dengan pengambilan 
gambar dari titik posisi yang sama; dan 

f. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan 
lnfrastruktur yang telah direviu oleh lnspektorat Daerah; 

g. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD; dan 
h. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf g 

berpedoman pada verifikasi dari Kecamatan. 
(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) 

huruf c melampirkan kelengkapan administrasi sebagai 
berikut: 

a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala 
Badan Keuangan Daerah; 

b. Surat pemyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana 
terlampir; 

c. Rincian rencana pencairan dana; 
d. Serita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana 

terlampir; 
e. Dokumentasi kegiatan 0°/o, 50°/o dan 100°/o dengan 

pengambilan gambar dari titik posisi yang sama; 
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(1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 
dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat setiap tanggal 
10 (sepuluh) ·bulan berikutnya. 

BAB VI 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 15 

f. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan 

Infrastruktur yang telah direviu olehl nspektorat Daerah; 

g. Laporan Permasalahan Penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB); 

h. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD; dan 

i. Surat Rekomendasi sebagaimana dirnaksud huruf h 
berpedoman pada verifikasi dari Kecamatan. 

(5) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) 

huruf d rne1ampirkan kelengkapan administrasi sebagai 

berikut: 
a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala 
Badan Keuangan Daerah; 

b. Surat pernyataan tanggungjawab rnutlak sebagaimana 
terlampir; 

c. Rincian rencana pencairan dana; 
d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagairnana 

terlampir; 
e. Dokumentasi kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan 

pengarnbilan gambar dari titik posisi yang sama; 
f. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan 

Infrastruktur yang telah direviu oleh lnspektorat Daerah; 
g. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD; dan 
h. Surat Rekomendasi sebagairnana dimaksud huruf g 

berpedoman pada verifikasi dari Kecamatan. 
(6) Conteh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (5) terdapat dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
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( 1) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. laporan semester 1 untuk laporan bulan Januari sampai 

dengan Juni; dan 

b. laporan semester II untuk laporan bulan Juli sampai 
dengan Desem ber. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan 
kepada Bupati Cq. Kepala DPMD melalui Camat paling lambat 
bulan keempat tahun berjalan untuk laporan tahun 
sebelumnya. 

Pasal 17 

(1) Kepala Desa menyusun laporan Pertanggungjawaban ADD 
yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa. 

(2) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai 
dari ADD adalah sebagai berikut: 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian ke]uaran ADD; 

dan 

b. laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat realisasi 
penerimaan dan realisasi belanja ADD. 

Pasal 16 

Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan tepat waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) maka pencairan Dana 
ADD tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan 
Pertanggungjawaban diterima serta diberikan sanksi 
adrninistratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku bagi kepala desa yang bersangkutan. 

La po ran menyampaikan (3) Bagi Desa yang tidak 

(2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat masing- 

masing tembusan disampaikan kepada DPMD dan Badan 
Keuangan Daerah dalam bentuk softcopy (. pdf) yang telah 
ditandatangani dan cap/stempel serta dilengkapi dengan bukti 

pengeluaran/belanja yang sah. 
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Penyaluran ADD dapat kembali dilaksanakan apabila: 
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 telah 

diterima; dan/ a tau 
b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari 

APIP di Daerah. 

Pasal 20 

( 1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan setiap tahap 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; 

b. terdapat SiLPA lebih dari 30°/o (tiga puluh Persen), dengan 
terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; 
dan 

c. terdapat rekomendasi dari apparat pengawas internal 
Pemerintah Daerah. 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
disampaikan oleh aparat pengawas internal pemerintah 
Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan ADD. 

Pasal 19 

( 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi 

administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD. 

Pasal 18 
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c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan 
pengaduan Masyarakat dan/ atau pihak lain; 

d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan 
evaluasi kegiatan ADD; 

e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi 
pengelolaan keuangan Desa Tingkat Kecamatan; 

f. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa 
yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa 
serta pelaksanaan, penatausahaan, dan 
pertanggungjawaban pelaporan APBDesa; 

g. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan 
aset Desa; 

h. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke 
Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan 
ditemukan realisasi ADD tidak sesuai dengan persyaratan 
penyaluran dan/ atau tidak sesuai dengan laporan realisasi 
angaran; dan 

i. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada Bupati. 
(4) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menetapkan hasil evaluasi atas dokumen/berkas paling Jama 
14 (empat betas} hari kerja setelah menerima dokumen/berkas 
dari pemerintah Desa. 

ten tang 

(1) Bupati membentuk Tim Asistensi dan Fasilitasi yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Bupati dapat memerintahkan Camat membentuk tim Asistensi 
dan Fasilitasi. 

(3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi 

mengenai ADD; 
b. pengkajian dan penyusunan peraturan 

pelaksanaan ADD; 

BAB VII 

TIM ASISTENSI DAN FASILlTASI 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 21 
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(1) Pengawasan atas pengelolaan Dana ADD dalarn periode 

berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan 

Carnat. 

(2) lnspektorat Daerah sewaktu-waktu dapat melakukan 

pengawasan pengelolaan ADD atas perintah Bupati. 

(3) Aparatur pengawas internal Pemerintah lainnya dapat 

melakukan pengawasan terhadap ADD atas sepengetahuan 

Bupati. 

Pasal 23 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan ADD. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dilakukan secara berjenjang dimulai dari Camat sam pai 

kepada Perangkat Daerah yang berwenang. 

(3) Kegiatan pernbinaan dapat berupa Pelatihan, Birntek, 

penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

ADD. 

(4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi yang terdiri 

dari lintas Perangkat Daerah Kabupaten. 

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati 

rninimal 1 (satu) kali dalam tri wulan. 

BAB VIll 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD 

Pasal 22 

(5) Dalam hal hasil evaluasi dokumen/berkas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan sampai dengan 14 

(empat belas) hari kerja, maka Tim asistensi dan Camat 

dianggap telah menerima dan menyetujui isi dokumen /berkas 

tersebut dan telah layak untuk diteruskan ke DPMD. 
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ERINA, SH., MH 
Pembina, IV /a 
NIP.198205312009032013 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR .°?.> 

SYAHRUN 

ttd 

Diundangkan di Rurnbia 
pada tanggal ?> 1 V~S&M~~ ?o-i-s- 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

BURHANUDDIN 

ttd 

Ditetapkan di Rumbia 
pad a tanggal ~I OH e-,_., ~~fL ?-Qi ..r 
BUPATI BOMBANA, 

Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bombana. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 
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ALOKASI FORlllULA 
ALO KASI 

PAGU 
Mo. KECAJIATAN DESA JUlllLAH PEMDUDUK (JP) LUAS WILAYAH (LW) J'C1MLAH DUSUN (JD) JU)(LAB ALOKASl DANA PDl'BtJLA'l'AN (Rp.) 

DASAR(Rp.l TOTAL 
RA.SIO LW RASIO RASlO BOBOT A.LOKA81 DESA(Rp.) 

JP JP BOB01' 11an•1 LW BOBOT JD JD BO BOT FORJrULA (Rp.) 

I :l a 4 s 6 7 • 9 10 u la 13 H• 1$ •(14 •c/ 17•/4•1$/ IB 
n+tt>-13• 

I Poleang Pokorumba 378.677.650 1.649 0,01 0,004 17, 16 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,009 '13.209.780 421.887.430 421.887 .400 

2 Poleang Pa.llimae 378.677.650 J.438 0,01 0.003 7,01 0,00 0,000 5 0,01 0,007 0,011 5'.2.710.439 13 1.388.089 43 I .388.000 

3 Polcang SaJosa 378.677.650 719 0,01 0,002 41,35 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,007 35.956.696 414.634.346 414.634.300 

4 Poleang MatlroWnlie 378.677 .650 755 0,01 0,002 6,69 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 30.733.308 409.410.958 4()9.410.900 

5 Polcang 'Nmur Tcppoo 378.677.650 2.761 0,0.2 0,007 19,71 0,01 0,001 5 0,01 0,007 O,OM 70.717.892 449.395.542 449.395.500 

6 PoleangTimur Biru 378.677.650 2.602 0,02 0,006 21,60 0,01 0,001 5 0,01 0,007 0,014 69. I I 1.318 447.788.968 447.788.900 

7 Poleang 'l'imur Mambo 378.677 .650 1.257 0,01 0,003 45,05 0,01 0,001 4 0,0l 0,005 0,010 49.889.748 428.567.398 <!28.567 .300 

8 Rarowatu Rau Rau 378.6 77 .650 704 0,01 0,002 20,15 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,006 32.315.903 <! 10.993.553 410.993.500 

9 Rarowatu Ladumpl 378.677 .650 574 0,00 0,001 '.21,43 0,01 0.001 3 0,01 0,004 0,006 30.959.054 409.636.704 '!09.636.700 

10 Rarowaru Rarowatu 378.6 77 .650 '179 0,00 0,001 11,36 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 28.171.283 406.848.933 <!06.848.900 

11 Rarowatu Lakomea 378.6 77 .650 1.061 0,01 0,003 21,43 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,009 43.673.955 422.351.605 '12'2.351.600 

12 Rarowatu Pa..ngkuri 378.677.650 629 0,01 0,002 31,21 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,008 '10.067.036 418.744.686 418.744.600 

13 Rarowatu tampeantant 378.677.650 732 0,01 0,002 12,73 0,00 o.ooo 3 0,01 0,004 0,006 31.442.099 410.119.7"9 '110.119.700 

)<I Raro\\'Q.OJ Watu Kalangkari 378.677.650 688 0,01 0,002 11,20 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,008 37.511.747 416. 189.397 <! 16. 189.30-0 

15 Rarowatu 1'ahi Ile 378.677 .650 9'10 0,01 0,00'2 10,22 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,008 4-0.386.967 '119.064.617 '119.064.600 

16 R11mbia Lantawnnua 378.677 .650 I .<17 I 0,01 0,004 17,99 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,008 4). 20 J.35 7 "19.879.007 419.879.0()0 

17 Kaba.ena Ra.ha.do pi 378.677 .650 750 0,01 0,00.2 3'1,39 o.o l 0,001 3 0,01 0,004 0,007 35.191.104 413.871.754 413.871. 700 

18 Kabaena 1'irongkot ua 378.677.650 652 0,01 0,002 '11,90 0,01 0,001 3 0,01 0,00'1 0,007 35.239.491 413.917.144 413.917.100 

19 Kabaena Timur Wumuuburo 378.677 .650 891 0,01 0,002 40,61 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,00<) 44.756.857 423.434.507 423.434.500 

RINCIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2026 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR '3) TAHUN 2025 
TENT ANG 
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2026 



No. KECAllATAlf ALOK.'SJ 
ALOKASJ FORMULA 

DESA 

PAOtf 

DASAR(Rp.) JUllLAH PEllDtfDUK IJPI LtfA.S wtLAYAH ILW) JUVLAff DlJSOlf (JD) TOTAL 
J1J1ILAB ALOKASl DANA pDtBtJLATAN (Rp.) 

JP I RA810 LW RA8JO RASlO BOB OT 
ALO KASI DESAjRp.) 

I 2 
JP BO BOT 1k.m>1 LW 

BO BOT JD JD BOBOT 
FOR)IULA IRp.) 

3 • 5 6 

,. _ 

20 Kabacna Timur 
7 • g 10 Il Jll 13 JS -11' •cJ J7•14 + lSJ 1• 

Balo 378.677 .650 

17'•10+131 

21 Kabaena Timur 
935 0,01 0,002 6,94 0,00 0,000 5 0,01 0,007 0,009 46.640.720 425.318.370 425.318.300 

TulJ·TolJ 378.677.650 
22 Kabaena Timur 

893 0,01 0,002 5,57 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 3:2.212.626 410.890.276 410.890.200 

Tapuhaka 378.6 77 .650 1.517 0,01 
23 Kabaena Timur 

0,004 1,98 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,009 45.991.661 424.669.311 424.669.300 

Bungi-Bungi 378.677.650 585 0,00 0,001 
24 Polcang Baral 

2,35 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 27.977.426 406.655.076 406.655.000 

Babrunoliuglru 378.677 .650 830 0,01 0,002 
25 Polcang Barut 

118,22 0,04 0,004 4 0,01 0,005 0,0ll 56.689.162 435.366.812 435.366.800 

Toari Bombana 378.617.650 788 0,01 
26 Polcang Barat 

0,002 9,09 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,008 38.371.799 417 .049 .449 417.049.400 

Tunbela 378.677.650 
27 Poleang Barat 

1.474 0,01 0,004 24,41 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,010 49.134.637 427.81'2.'287 427.812.200 

Ranokomca 378.677 .650 
28 Polcang Barnt 

l.4'21 0,01 0,003 43,73 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,010 51.649.575 430.327.225 430.327 .'200 

Rakadua 378.677.650 
29 Poleang Barat 

3.293 0,03 0,008 49,82 0,02 0,002 5 0,01 0,007 0,016 82.039.833 460.717.483 46().717.400 

30 
Lamoong-Meong 378.677 .650 754 0,01 0,002 7,20 

30.804.503 

Poleang Barat 
0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 409.482.153 409.482.100 

Pabiring 378.677.650 1.'256 0,01 0,003 
31 Pole<lng Baral 

7.72 0,00 0,000 5 0,01 0,007 0,010 50.634.25'1 429.311.904 429.311.900 

Balasan 378.677.650 
32 Poleang Baral 

777 0,01 0,002 34,58 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,008 42 '399.6'26 421.077 .276 421.077.200 

Bulume.noi 378.677.650 
33 Polcang Baral 

867 0,01 0,002 1'2,10 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,008 39.814.573 418.492.223 418.492.200 

Matabundu 378.677 .650 
34 Poleang Barat 

1.443 0,01 0,003 10,07 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,009 46.420.780 425,098.430 425.098.400 

Anal ere 378.677.650 
35 Mata Oleo 

711 0,01 0,002 8.11 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 3().435.121 '109.112.771 409.112.700 

Pomontoro 378.677.650 488 
3b Mata Oleo Liano 

0,00 0,001 20,78 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,007 36.666.469 415.344.119 415.344.100 

37 Mata Oleo 
37 8.677 .650 852 0,01 0,002 11,41 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,007 32.671.976 4 11.349 .626 411.349.600 

Pulau Tambalco 378.677.650 1.818 0,01 
38 Mata Oleo Lora 

0,004 23,05 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,011 53.055.913 431. 733 .563 43 J.733.500 

39 
378.677.650 1.941 0,02 0,005 10,43 0,00 0,000 4 o.oi 0,005 0,010 52.477.609 431.155.259 431.155.200 

Me.ta Oleo Toll-Toll 
40 Ma.ta Oleo 

378.6 77 .650 540 0,00 0,001 5,25 0,00 0,000 3 0,01 0,00'1 0,006 27 .908.751 406.586.'101 406.586.400 

Tajuncu 378.677.650 350 0,00 
41 Me.ta Oleo 

0,001 4,03 0,00 0,000 3 0,01 0,004 o.oos 25.421.209 404.098.859 '1()4.098.800 

Me.1rar 378.677.650 521 
42 Mata Oleo Ulloa 

0,00 0,001 ·2,28 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,005 27.195.165 405.872.815 405.872.800 

43 
378.677.650 571 o.oo 0,001 13,13 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,007 36.417.563 415.()(J5.213 415.095.200 

Mata Oleo Batusampe lndab 378.677.650 454 0,00 0,001 
44 Mara Oleo 

1,36 o.oo 0,000 3 0,01 0,004 0,005 26.238.038 404.915.688 404.915.600 

Hambawa 378.677.650 328 0,00 
45 Mata Oleo 

0,001 6,61 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,005 25.577.325 404:254.975 404.254.900 

Pu"IJ We.cya 378.677.650 44'1 0,00 
46 Rarowaw Utara 

0,001 10,20 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 27.560.403 406.238.053 406.238.000 

Wumbubnngka 378.677.650 1.248 0,01 0,003 
47 Rarowatu Utara Hukaee. 

161,54 0,05 0,005 3 0,01 0,004 0,012 61.944.787 440.622.437 440.622.'IOO 

48 
378.677 .650 974 0,01 0.002 I0,38 0,00 0,000 0,01 0,004 0,007 33.973.273 "12.650.923 412.650.900 

Rarowatu Utara 
3 

Lantowua 378.6 77 .650 936 
'19 Rarowaru Utara 

0,01 0,002 10,55 0,00 o .. ooo 3 0,01 0,004 0,007 33.543.335 412.220.985 412.220.900 

Tcmbe 378.677.650 
50 Rarowe.ru UUIJ'a 

618 0,00 0,001 9,32 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,000 29.512.488 408.190.138 408. 190.100 

We.tu Mende 
51 

378.677.650 795 0,01 0,002 7,28 0,00 0,000 0,01 0,004 0,006 31.311.377 409.989.027 409.989.000 

Rarowatu Utara 

3 

Merga.Je.yu 378.677 .650 1.632 0,01 0,004 
52 Rarowatu Utara 

9,30 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,008 41.722.167 420.399.817 420.399.800 

Tunas flaru 378.677.650 524 0,00 0,001 8,11 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 28.182.8:J3 406.860.483 406.860.400 
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ALOKASI FORlll1LA 
ALOKABI 

PAOU 
No. KBCAllATAN DESA J'OllLAB PBNDUDUK (JP) LOAB WUAYAH (LW) J'OVLAR DU8Ulf IJDI JUllLAR ALOKASJDANA PEMBULATAll (Rp.) 

DASAR(Rp.) TOTAL 
RASJO LW RA810 RASIO BO BOT ALO KASI DESA(Rp.l 

JP JP BO BOT lkm"I LW BO BOT JD JD BO BOT J'ORl(111..A (Rp.) 

J 2 3 • $ 6 7 • • JO JJ 12 J3 14• Js •114 •• , J7•fof. 1~} JI "'•10•131 

53 Poleang Utara Tanpabulu 378.677 .650 2.120 0,02 0.007 18.41 0,01 0,001 5 0,01 0,007 0,0M 70.01 J.897 448.689.517 448.689.500 

54 Poleang Utarn Tunah l>olcong 378.677 .650 1.534 0,01 0,004 110,03 0,04 0,004 6 0,01 0,008 0,016 77.530.276 456.207.926 456.207.900 

55 PoleangUwa Karya Dtlru 378.6 77 .650 875 0,01 0.002 8,41 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 32.459.354 411.137 .004 41 J.137.00() 

56 Polcaog Uta11.1 To burl 378.677.650 2.621 0,0.2 0,006 15,67 0,01 0,001 s 0.01 0,007 0,01<1 68.372.303 447.049.953 4'17.0'19.900 

57 Polcang Utara Rompu Rompu 378.677.650 1.704 0,01 0,004 33,87 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,011 53.'148.832 432.126.482 432.126.400 

58 Polcazl(l Utara Pusu Ea 378.677.650 1.281 0,01 0.003 26,83 0,01 0,001 5 0,01 0,007 0,011 54.054.374 432.7:i2.024 432.732.000 

59 l'olcang utara Lawatu Ea 378.677.650 748 0,01 0,002 2,60 0,00 0,000 4 O,ot 0,005 0,007 36.830.769 415.508.'119 415.508.400 

60 Poleang Utartl Wambarcma 378.677.650 517 o.oo 0,001 21,45 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,006 30.275.792 408.953.442 408.953.<100 

61 Polcang setaten Datu PutD1 378.677.650 1.450 0,01 0,003 12,48 0,00 0,000 5 0,01 0,007 0,011 53.7'17.750 432.425.400 432.425.300 

62 Poleang Selatan Wnempu!JlJ-.g 378.677.650 2.3'.)9 0,02 0,006 38,49 0,01 0,001 5 0,01 0,007 0,01'1 69.422.998 448.J00.6'1S 448.100.600 

63 I 'Olcang SclalaJ I Kiili Bani 378.677.650 U\44 0,01 0,004 8,30 0,00 0,000 5 0,01 0,007 0,011 54.197.683 432.875.333 432.875.300 

64 f>olC81lg $elal.lUI A.kaclpong 378.677.650 826 0,01 0,002 12,83 0,00 0,000 4 0,01 0.005 0,008 39.439.902 418.117.552 418.117.500 

65 Pok:ang &Iatan I.a Ea 378.677.650 1.646 0,01 0,00'1 17,78 0.01 0,001 4 0,01 0,005 0,010 S0.124.154 '128.80 1.804 428.80 l.800 

66 Poleang Teo~ tarete 378.677.650 1.219 0,01 0,003 39,62 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,010 48.545.813 '127.223.463 427 .223.400 

67 PoleangTe~ Lcmo 378.677.650 757 0,01 0,002 36,52 0,01 0,001 3 0.01 0,004 0,007 35.626.059 414.303.709 '\M.303.700 

68 Poleana Tcngpra Terapung 378.677.650 2.030 0,02 0,005 32,41 0,0l 0,001 4 0,01 0,005 0,011 57.136.989 435.814.639 435.8M.600 

69 Polcang Tc11@.81lra Lamoare 378.677.650 515 0,00 0,001 22.39 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0.007 37.2M.439 115.932.089 '115.QJ2.000 

70 l'Ul<".aI\11 Ter18SBJ'9 Rambaho 378.6 77 .650 253 0,00 0,001 '2,57 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,005 24.01<1.618 402.692.268 '102.692.200 

71 Kabaena Selllt.an l..angkcmn 378.617 .650 755 0,01 0.002 7,18 0,00 0,000 3 0,0l 0,004 0,006 30.813.283 409.490.933 409.'190.900 

72 l\ltbaena Selatan Batuawu 378.677.f>SO l.019 0,01 0.002 25,55 0,0l 0,001 3 0,01 0,004 0,007 36.991.218 415.668.868 415.668.800 

73 Kabaeoa Sclatan Poogkalacro 378.677.650 1.095 0,01 0,003 65,57 0,02 0,002 3 0.01 0,004 0,009 44.438.395 '123.116.0'15 423.116.000 

74 Kabaena Selatan Puu Nunu 378.677.650 826 0,01 0,002 30,90 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,007 35.539.857 41'1.217.501 41'1.217.500 

75 Kabacaa Barnt Ba.llara 378.677.650 1.736 0,01 0,004 12,'12 0,00 0,000 5 0,01 0,007 0,011 57.182.633 435.860.283 415.860.200 

76 Knbaeua Bara.t Rahanuui 378.677 .650 720 0,01 0,002 20,2'1 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,007 32.523.301 '111.200.951 411.200.900 

77 Kabac:oa Saraf 8all11JU Kepulaunn 378.677 .650 1.311 0,01 0,003 4,35 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,007 37.048.032 415.725.682 415.n5.600 

78 Ko.bac:oa Barat BnJlam Selatan 378.677 .650 I. 71'2 0,01 0,004 1,20 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,008 41.363.683 420.041.333 '120.04 1.300 

79 Ka00e11a lltara MapUa 378.677.650 969 0,01 0,002 17,46 0,01 0,001 3 0,01 0,00'1 0,007 35.068.604 413.746.254 413.746.200 

80 Kabaena Utara Wwnbulasa 378.6 77 .650 1.051 0,01 0,003 11,55 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,007 35.091.6'16 '113.769.296 413.769.200 

81 Kabaena Ut.ara Sangia Makmur 378.677.650 894 0,01 0,002 3,83 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,008 38.789.9')3 417 .'11>7 .643 417.467.600 

82 Kabaena Utara P..etookolo 378.671.650 709 0,01 0,002 23.67 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,007 3:2.950.636 411.628.286 411.628.200 

83 Kabaena Utara Tcdubnm 378.677.650 868 0,01 0,002 61,13 0,02 0,002 4 0,01 0,005 0,010 47.828.981 426.506.631 426.506.600 

84 Kabaena Utara Larolanu 378.677.650 251 o.oo 0,001 15,33 0,01 0,001 l 0.00 0,003 0,004 19.223.820 397.905.820 397.911.300 

85 l<ubaeua Tengah Lamoaggl 378.677.650 542 0,()() 0,001 16,67 0.01 0,001 3 0,01 0,004 0,006 29.796.739 408.'174.389 '108.4 7 4 .300 
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ALOKASJ l'ORllULA 
ALO KASI PAOU 

No. llJ!)CAJl(Jl TAN DE8A DA8A.R (Rp.J 
JUJU.AH PEMDUDOK (JPJ WAS WDAYAB (LW) .ro1'LAB DUStllf (JI>t TOTAL JtJlllLAH ALOKASl DANA PEMBULATAN (Rp.J 

RASIO LW RAS)() RA8(0 ALO KASI DESA(Rp.) 
JP llnn"I BO BOT JD BQBOT 

FORMULA (Rp.J JP BO BOT LW JD BO BOT 
J 2 3 .. s 6 ., • 9 JO IJ 12 13 J<f - 1$•(14 •q 17•/4•1S, 1• ntJ0-1-J."ll 

86 Kabaena Tengah Tangkeno 378.677 .650 591 0,00 0,001 9,24 0,00 0,000 2 0,00 0,003 0,004 22.324.919 <IO I .002.569 401.002.500 

87 Kabaena Tengah Lengora 378.6 77 .650 800 0,01 0,002 121.28 0,04 0,004 4 0,01 0,005 0,011 56.827.265 435.504.915 '135.504.900 

88 Kabocna Tengah Enano 378.677.650 461 o.oo 0,001 66,32 0,02 0,001 3 0,01 0,004 0,007 36.924.705 415.60'2.:155 415.602.300 

89 Kabaena Tengah Ulungkura 378.677.650 871 0,01 0,002 24,30 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,007 35.004.641 413.682.291 413.682.200 

90 Kabaeoa Tengah Lengora Selatan 378.677.650 767 0,0J 0,002 11,30 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 31.630.255 410.307.905 410.307.900 

91 Kabaena TeogaJ1 Lengora Pantai 378.677.650 1.196 0,01 0,003 26,47 0,01 0,001 5 0,01 0,007 0,011 52.971.850 43 l.6"9.500 43 1.649.500 

92 Kep. Masaloka Raya Masaloka 378.677.650 649 0,01 0,002 0,98 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 28.524.660 407.202.3 JO 407.202.300 

93 Kep. Masaloka Raya Batu Lamburi 378.677.650 6.29 0,01 0,002 0.16 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 28.149.939 406.827 .589 4{)6.827.500 

94 Kep. Masaloka Raya Masaloka Selat.an 378.677.650 539 0,00 0,001 0,57 0,00 0,000 3 0,01 0,00'1 0,005 27.132.867 405.810.517 405.810.500 

95 Kep. Masalol<a Raya Masaloka Timur 378.677.650 SSI 0,00 0,001 0,56 0,00 0,000 3 0,01 0,004 o.oos 27.275.767 405.953.417 405.953.400 

96 Kep. Masaloka Raya Masaloka Barnt 378.677.650 388 0,00 0,001 0.39 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,005 25.284.796 403.962.446 403.962.<IOO 

97 Rwnbia Tengah Tapullahi 378.677.650 2.033 0,02 0,005 4,27 0,00 0,000 4 0,01 0,005 o.ou 52.580.291 431.257 .941 431.257.900 

98 Rum bla Tengab Lampata 378.677.650 I SS8 0,00 0,001 5,82 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 28.218.581 406.896.231 406.896.200 

99 Poleang Tengah Mu!acno 378.677.650 1.167 0,01 0,003 7,62 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,009 42.696.673 421.374.323 421.374.300 

100 Poleang Tengah Lebo Ea 378.677.650 946 0,01 0,002 15,41 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,008 41.306.312 419.983.962 419.983.900 

101 Poleang Tengah Paria 378.677.650 1.208 0.01 0,003 13,72 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,009 44.186.093 422.863.743 422.863.700 

10'.l Poleang Tengah Poleondro 378.677.650 709 0,01 0,002 4,94 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,007 36.742.961 415.420.611 415.420.600 

103 Tontonunu Tom.onunu 378.677.650 l.430 0,01 0,003 16,28 0,01 0,001 5 0,01 0,007 0,011 54.127.075 432.804.725 432.804.700 

104 Tomonunu Tongkoseng 378.677 .650 2.154 0,02 0,005 22,58 0,01 0,001 8 0,02 0,011 0,017 84.423.356 463.101.006 463.101.000 

105 Tontonunu Tete Ha.ka 378.677.650 713 0.01 0,002 26,85 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,007 33.517.833 412.)95.483 412.195.400 

106 Tcntonunu Watu Melomba 378.677.650 955 0,01 0,002 46,84 0,02 0,002 4 0,01 0,005 0,009 46.544.514 425.222.164 425.222.100 

107 Tontonunu Puu Wonua 378.677.650 826 0,01 0,002 18,59 0,01 0,001 ' 5 0,01 0,007 0,009 47.229.327 425.906.977 425.906.900 

108 Lantari Jaya Lambilcasl 378.677.650 1.315 0,01 0,003 18,02 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,009 46.176.654 424.1154.304 424.854.300 

109 Lantari Jaya Lantarl 378.677.650 1.585 0,01 I 0,004 22,39 0,01 0,001 3 0,01 0,00'1 0,009 43.292.550 421.970.200 421.970.200 

110 Lantari Jaya Langkowala 378.677.650 l.145 0,01 0,003 18,90 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,007 37.423.432 4I6.101.082 416. 10 1.000 

111 Lamari Jaya PasareApua 378.677.650 986 0,01 0,002 24,36 0,01 0,001 4 0,01 0,005 0,009 43.248.846 421.926.496 421.926.400 

112 Lantari Jiwa Anugerah 378.677.650 J.355 0,01 0,003 14,74 0,00 0,000 4 I 0,01 0,005 0,009 46.123.087 424.800.737 424.800.700 

l 13 Lantari Jaya Kalaero 378.677.650 891 0,01 0,00'2 53,13 0,02 0,002 3 0,01 0,004 0,008 39.950.976 418.628.626 "18.628.600 

lM Lantari Jaya Tina bile 378.677.650 636 0,01 0,002 72,39 0,02 0,002 4 0,01 0,005 0,009 46.872.483 425.550.133 425.550.100 

115 Lantari .Jaya Rarongkeu 378.677 .650 619 0,00 0,001 52.60 0,02 0,002 3 0,01 0,004 0,007 36.588.417 415.266.067 415.266.000 

I 16 l~uu.asi Jaya Wani-Watu 378.6 77 .eso 1.333 0,01 0,003 8,48 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,008 37.987.079 416.c,&1.729 416.664.700 

117 Mata Usu Kolombi Matausu 378.6 77 .650 348 0,00 0,001 30.93 0,01 0.001 3 0,01 0,004 0,006 29.787.567 408A65.217 408.465.200 

I 18 Mata Usu Morengke 378.677.6'>0 506 0,00 0,001 69.03 0,02 0,002 3 0,01 0,004 0,008 37.909.008 416.586.658 416.58<>.600 
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:{RINA, SH., MH 
Pembina, IV/ a 
NTP.198205312009032013 

Salinan sesuai dengan aslinya 
~~GIAN HUKU 

BURHANUDDIN 

ttd 

BUPATI BOMBANA, 

Kontrol Perhitunga.n Bo bot 

Alokasi Dana Desa S0.820.000.000 a. JP=Jumlah Penduduk 30% e 

Alokasi Dasar 45.819.995.650 b LW=Luas Wilayah 10% r 
Alokasi Formula 5.000.000.000 e JD=Jumlah Dusun 60% I 
Jumlah Desa l '21 d 

A.LOKASI FORMULA 
ALOKASI 

PAOU 

No. KECAMATAN DESA DASAR(Rp.) 
JUllLAH PEHDUDUK (JP) LUAS Wll.AYAH (LW) JUJO.AH DUSUN (JDI TOTAL JUM.LAH ALOKASl DAl'IA PEllBULATAN (Rp.) 

RA.BIO LW RASJO RAS IO BOB OT ALOKASI DESAjRp.) 
JP JP BOBOT 11cm•1 LW BO BOT JD JD BOB OT FORJllttJLA (Rp.t 

I 2 3 4 3 6 7 • 9 10 ll 12 13 
te » 

1$ •(14 •q 17•(4• 15/ 18 
W•J0<131 

119 Mata Usu Wia-Wia 378.677 .650 302 0,00 0,001 49,91 0,02 0,002 2 0,00 0,003 U,005 25.482.007 40'1.159.6::i7 404.159.600 

120 Mata Usu Lamuru 378.677.650 552 0,00 0,001 111,0J 0,0'1 0,00'1 3 0,01 0,004 0,009 46.9'16.891 425.62'1.54 I '125.624.500 

121 Mata Usu Toto le 378.677 .650 399 0,00 0,001 185,29 0,06 0,006 3 0,01 0,004 0,011 55.595.<180 43'1.273.130 434.273.100 

JUlt1.AH 415.819.9115.650 l:M.540 1,00 0,300 3.063,47 1,00 0,100 438 1,00 0,600 1,000 a.000.000.000 150.8:1().000.000 :S0.82().000.000 
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Tembusan Yth: 
1. Bupati Bombana (sebagai laporan); 
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana; 
3. lnspektur Daerah Kabupaten Bombana; 
4. Camat Kabupaten Bombana; 
5. Arsip. 

Kepala Des a , 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 202x tentang 
Tata Cara Pengalokasian Dan PenyaJuran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 
202x, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Alokasi Dana 
Desa Triwulan Tahun Anggaran 202x sebesar Rp ,-( . 
terbilang ). 

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan 
penyaluran sebagai berikut: 
1. Rekomendasi hasil Verifikasi dari Pemerintah Kecamatan; 
2. Dokumen RPJMDes; 
3. Dokumen RKPDes TA. 202x (softcopy); 
4. Dokumen APBDesa TA. 202x (softcopy); 
5. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy); 
6. SK Pengangkatan Pelayan Masyarakat; 
7. Rincian Anggaran Triwulan I s.d IV; 
8. Rincian Anggaran Triwulan ini; 
9. Desain dan RAB (untuk Kegi.atan Pisik); dan 
10. Rekening Desa/Rekening koran (foto copy). 
11. @sesuaikan dengan syarat untuk tia.p penyalura.n. 

ttd /stem pel 

........... , ............... 202x 
Nomor ..................... 202x Ke pad a 
Lampiran 1 lsatu) berkas Yth. Bapak Bupati Bombana 
Perihal Permohonan Penyaluran Dana Cq. Kepala Sadan Keuangan 

Alokasi Dana Desa Triwulan ... Dae rah 
Tahun Anggaran 202x Di- 

Rumbia 

Alamat: No Tlp./ Fax. Kode Pos . 
KABUPATEN BOMBANA 

KECAMA T .AN •••••••••••••.•••••.•..••.•.•••••.•••.••••.••••• 
PE~RI'.RTAH DESA.. . 

CONTOH FORMAT 
1. Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang clitandatangani oleh 

Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bombana. 

LAMPIRAN n 
PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR ; 5 TAHUN 2025 
TENT ANG 
TATA CARA PENGALOKASIAN 
DAN PENY ALURAN ALO KASI 
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 
2026 



ttd I stempel MAtcntilOO 
00 

Yang Membuat Pernyataan 
Kepala Desa . 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . 

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam 
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya 
bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut kekas daerah, serta 
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa 
(ADD) Triwulan Tahun Anggaran 202x sebesar Rp ( . 
terbilang ), akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana 
penggunaan dana, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desase bagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa serta Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 202x ten tang Tata 
Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 202x; 

.............. , 202x 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 
!'lama. .•.••••.••...•...••.•... 
Jabatan :Kepala Desa . 
Bertindakan. :Pemerintah Desa . 
Alamat :Desa . 

SURAT PERMYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK 

KABUPATENBOMBANA 
Alamat: No 11.p./ Fax. Kode Pos . 

PEMERINT AH DESA . - '- ~- r 
1.· ...-~(.,' 
I' ;;ii;.' \ 

I 

- 

KECAM.A.TAN .........•........ 

2. Contoh Format Surat pernyataan tanggungjawab mutlak. 
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3. Contoh Format Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD dari 
bulan januari sarnpai dengan desember. 

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER 202x 
DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA 

HARO 
BERTAMB 

ANOGARAN (Rp.) ~/(BERKU RIMCIAN RENCANA PENCAIRAH DANA (Rp.) SIM 
KODE URAJlllAlf KEOlA'l'AN VOLUME A A.NOi REK. SATUA SETUA l'f(Rp.) SEBELUM H JAN FEB MAR A.PR MEI JON JUL AOU 8&P OKT NOV DES 

1 2 3 • 5 6 T 8 9 10 11 12 13 J4 15 16 lT 18 19 20 
I BlDANO PENYELENOOARAN PEMERINTAHAN DESA 
1.1.0 I Peoyedlu.n Penpullu Tetep du Tuajup.n Kept.la Deaa 
511 P•ngha.lrilan Ttt<ip dt21t TwtJangan Kepo.la De.a I 
51101 PenpuUu Tetap Kept.la Deaa 

1 I Kepala Desa I 
51102 Tul\lMIP'D Rope.la Desa 

I I Kepala Desa I 
51]90 T&.a1bahan Penpullan Kepala Deaa 

I I KepalaDesa I 
I. 1.02 Ponyedlaan Pengbullu Tetep d&D Tu.nJup.n Pere.npat Dua 

512 P•ngha6llan T.t.op dGn TwtJangan Perangko.t Dd4 

51201 PettpuUu Tetap Per&11&lical DeN. 

I I sekretans Desa I 
2 I dst, .. I 

51202 Tamb&ban Penpull&D Perangkat Dea 

l I sekreteris Desa I 
2 I dst, .. I 

1. l.03 Penyedlaan Jamlnan Soalal bqj Kepala 0e ... dan Peranpat Deaa 

513 Jamfnan Sosf4l K•pcda D•a dt21t P•nm.gkc:it DHa 
51303 Jamh1u Keten-aaJi;erjaan Kepala Dea 

t I Kepala Desa I 
51304 JamlnaD Ketenagal<Mjaan Pel'1l.Dgkat De- 

I I Selcreuuis Desa I 
2 I dst, .. I 

1.1.05 Penyedlaan T\lnjang:an BPD 
514 Tw!Jarigan BPD 



............•.................••....... •••••..•.•........••.•••••••...•.....•• 

Sekretaris Desa . Kepala Desa . 
......................... ,202x 

Kepala Urusan Keuangan, 
Telah diverifikasi oleh Mengetahui; 

HARO 
iJERTAJIB 

KODE A 
AKGGARAN (R.p.l Y/(BERKU RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.) Sl.n 

REK. URANJAN KEGIATAN VOLUME SATUA 
ANOI 

N{Rp.) SEBEUJll SETELA JAN FEB KAR APR MEJ JUN JUL AOU SEP OKT NOV DES 
H 

J 2 3 4 5 6 1 8 9 JO JJ J2 J3 14 15 16 17 18 19 20 

51401 Tunj&npll Kedudukao BPO 

I I Ketua BPD I 
2 I dst, .. I I 

51402 Tuajanpn Klaerja BPD 

I I Kct\18 BPO I 
2 I dst, .. I 

1.1.90 Peoyedlaan Jamlaan Solllal ba&l Angota BPD 

515 Jcvntnan Boctal A"'1//0t4 BPD 

51590 Jamlnaa 8oalal Ketea...,iutrjaan Angota BPD I 
I I Kerua BPD I 
1 I dst ... I 
J11111LAH TOTAL BEL.ANJA (Rp) 
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Mengetahul; 
Kepala Deaa , 

.......................... , 202" 

- x ere erunz rnasin z-masmz penerima, enzan rmcian se a ~al er ut: 
NOMOR PENGHASILAN JAMKBT POTO NGAN JUMLAH 

NO KBC. DESA NAMA JABATAN REKENJNG SILT AP TUNJANGAN LAINNYA 0,154% JAMKltS (1%) DBBET KET. 
PltRBULAN 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7Xl% 12•7+8+9+1 13 0-11 
1 Keoala Desa - 

- 2 Sekretaris Desa - 
~ Kaur 

4 Kasi - 
~ Kadus 
~ Ketua BPD 

7 Wakil Ketua 

- BPD 
8 Sekretaris BPD - Ketua Bidane: 9 

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 

Untuk pembayaran Siltap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD untuk Bulan . 
TA 202 K k . . . . d . . b . b ik 

omor Rekenin xxx.xx.xx.xxxxxx-x 

Memberi kuasa kepada Kaur Keuangan a.n, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . untuk memindah bukukan dana dari Rekening Kas Desa 
ertindak An. Pemerintah Desa . 
abatan Ke ala Desa .. 
a.IIla.. •.•••••.••••....••..••.••••..••........ 

4. Contoh format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Penghasilan Tetap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa 
&BPD 

- 31 - 

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN 
Nomor: 202x 



············••••·•••••···•···•·••••···· •··········••····•··················•·· 

......................... , 202x 
Kepala Urusan Keuangan, 

Telah diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa Mengetahui; 

Kepala Desa ....•...•..... 

KODE HARGA ANGGARAN (Rp.) BETAMBAHJ RIRClAN RENCANA PENCAIRAN DANA (R11.J JUldLAH 
REK. URANIAN K.EGlATAN VOLUME SATUA SEULU SETELA BERKURAN< TW.1 TW. ll TW.lll TW.IV (Rp.) 

N (Rl>.l M H l 
J 2 3 .. s 6 7 8 9 10 11 12 

BELAHJA DARI ADD 
1. Btl>ANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DJtSA 

2. Bll>ANG PEMBANOUNAN DESA 

3. BJDANG PEMBU(AAN KElllASY.ARAKATAN 

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYAR.AKAT D:ESA 

IS. BIDANG PENANOOULANAGAN BENCANA 

JUMLAH TOTAL 

DESA KECAMATAN KA.BUPATEN BOM,BAN'A 
RINCIAN RENCANA PENCAlRAN ANGGARAN TRIWULAN I S.D IV TAHUN 202x 

5. Contoh Format Rincian rencana pencairan dana dari Triwulan I (Satu) sarnpai dengan IV (Empat) 
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Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi bahan seperlunya. 
3. Kasi PMD .dst 

2. Sek cam 2. 
1. Camat..... 1. .. 

No Nama/NIP Jabatan TandaTan an 

Berdasarkan hasil venfikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan 
Teta dan Tunian an Tahun An aran 202x, dan kami menandatan ani berita acara verifikasi. 

o umen persyara an yang iver ikasi Adalah sebagai berikut: 

No. Basil Verifikasi Ket. Uraian Dokumen 
Ada Tidak 

1 Dokumen RKP Desa Tahun 202x 
2 Dokumen APBDesa TA. 202x 
3 Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD 
4 Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 202x 

dst. 

Pada hari ini tanggal bulan tahun duaribu dua puluh bertempat di Kantor Kecamatan . 
Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan 
Penghasilan Tetapdan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Desa . 
Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar Rp ,-( terbilanq ). 
D k t d' if 

BERITA ACARA VERIFIKASI 
Nomor: 202x 

~~'I'~·············································· .:\ 
~ . --------------------~--~=---~Jl~n~.~ .. ~··~.N~o~ .. ~ .. ~··~·Tl~p~./~~~ax:.:.:.··~··~K~o~d~e~F~o~s~9~3~7~7~1~---------~------~~~--=--------- 

- PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

6. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dari Kecamatan. 
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3 .. Kasi. .... . dst 

2 . Sek cam 2. 

1. 1 .. Camat ..... 

No Nama/Nl.P Jabatan Tanda Tangan 

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Honorarium, 
0 erasinal dan lain-lain Tahun An aran202x dan kami menandatan ani berita acara verifikasi. 

0 men persvara yang ven asr se azai e t: 

No. Uraian Dokumen 
Hasil Verifikasi Ket. 

Ada Tidak 
1. SPJ sampai denzan ................... ; 
2. Surat Permohonan Pencairan Dana; 
3. Foto conv Buku Rekening Kas Desa; 

dst. (iisesuaikan denaan suarat untuk tiap penualuran. 

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Kecamatan . 
Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tahun 
Anggaran 202x kepada Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar Rp ,- ( terbilanq •••••• ). 
D ku tan di . fik . Adalah b . b riku 

BERITA ACARA VERIFl.KASI 
Nomor: 202x 

~~'I'~ . 

__ ..... 
' - . . ~), 

Jln No Tip./ Fax Kode Pos 93771 . --------~~~==--===~--~=-~====-====--~~----~;...._-------- ....... --------------~--======-~~~=====~-=-----~~ 
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

7. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium, Operasinal dan lain-lain dari Kecamatan. 
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Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi bahan seperlunya. 

BUPATI BOMBANA, 

ttd 

BURHANUDDIN 


